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NAMA SOP :

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003;

6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM RI

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135)

8 Peraturan LAN No.24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II
9 Peraturan LAN No.24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III

1 Menguasai Komputer
2 S1

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 Komputer/Printer
Jaringan Internet

2
3 Aplikasi Sumaker
4 ATK

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Setjen/B KETERANGAN
irowai Dirjen | Sesditjen Dir Kabag JFTIIFU JFU Pegawai Persyaratan Waktu Output
1. Surat Panggilan Diklat Pcmbuatan Surat Surat Tugas
MULAL 2. Surat lulus ujian seleksi Tugas Diklat 1 Diklat
| |melengkapipersyaratanuntukmengikuti DiklatPIMdanmengisilembar 3. SKJabatan ) (satu) Hari

konfirmasiuntukdisampaikanke BPSDM. W 14, SK Pangkat terakhir
Penyelengga-raan
Diklat sesuai
dengan Jenis Diklat

2 |memberikan disposisi Kepada Kepala Bagian Kepegawaian untuk ditindaklanjuti E
3 memberikan disposisi Kepada JFT/JFU dan Adm.Jab uuntuk
menibuat surat tugas
1]
4 |mengkonsep surat tugas
5 |Membuat/mengetik surat tugas. T .
6 |Koreksi dan Paraf Surat Tugas
Y
7 |Menandatangani surat tugas
8 menyampaikan Surat Tugas kepada Pegawai yang mendapat surat panggilan untuk
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
9 |melapor dan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
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